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BAB 5 
PENUTUP 
A. Simpulan 
1. Berdasarkan Pasal 49 dan 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 
tentang Peradilan Agama, Pengadilan Negeri sebenarnya tidak mempunyai 
kewenangan dalam memutuskan perkara hibah dari para pihak yang 
beragama Islam. Pengadilan Negeri masih ada yang menerima, 
memeriksa, dan memutus perkara hibah dari masyarakat muslim karena 
beranggapan bahwa orang Islam yang berperkara di Pengadilan Negeri 
telah menyatakan bahwa mereka tidak lagi tunduk pada ajaran hukum 
Islam yang memerintahkan agar mereka menyelesaikan sengketa warisnya 
dengan hukum agamanya. Hakim menganggap mereka telah melepaskan 
diri dari ikatan hukum Islam untuk menyelesaikan sengketa kewarisan di 
antara sesama umat Islam di Pengadilan Agama. Selain itu Sebagian 
masyarakat muslim di Indonesia masih menganggap kedudukan 
Pengadilan Agama di Indonesia masih belum sejajar dengan Pengadilan 
Negeri sehingga mereka mendaftarkan gugatan sengketa hibah ke 
Pengadilan Negeri. Berdasarkan asas Lex specialis derogate legi generali 
yaitu aturan yang khusus mengalahkan aturan yang umum serta asas Lex 
posteriori derogate lex priori yang artinya aturan yang lama atau yang 
terdahulu dikalahkan atau dibatalkan dengan aturan yang baru, maka 
Undang-Undang yang berlaku bagi orang-orang Islam  dalam masalah 
perkara hibah adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 
Agama bukan Undang-Undang Peradilan umum sehingga Pengadilan 
Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara hibah bagi masyarakat 
muslim di Indonesia. 
2. Alasan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo menerima, memeriksa, dan 
memutus perkara hibah dari para pihak yang beragama Islam karena 
hakim mendasarkan pada Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Pengadilan 
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dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu 
perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang 
jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Selanjutnya 
berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama yang menyatakan bahwa  yang dimaksud dengan antara 
orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan 
hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada 
hukum Islam. Ini artinya orang Islam bisa memilih untuk tunduk atau tidak 
tunduk kepada hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa hibah, 
sehingga Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo menerima,memeriksa dan 
memutus perkara hibah dari para pihak yang beragama Islam ini, serta 
berdasarkan Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi sengketa hak 
milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu 
oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Dalam setiap perkara 
sebenarnya terdiri dari 3 lapis, yaitu administrasi perkara, syarat formil 
perkara, dan substansi perkara. Lapis syarat formil perkara merupakan 
syarat untuk dapat diperiksa dan diadili pokok perkara. Pokok perkara 
tidak dapat diperiksa dan diadili apabila syarat formil perkara tidak 
terpenuhi. Syarat formil pekara tersebut diatur dalam hukum acara. Lapis 
syarat formil perkara berfungsi mengantarkan substansi perkara kepada 
tahap untuk dapat diperiksa dan diadili, Syarat formil perkara ada yang 
melekat pada subyek para pihak yang berperkara, pada obyek pokok 
perkara dan pada pengadilan pemeriksa perkara. Syarat formil pengadilan 
pemeriksa perkara yaitu memiliki kompetensi absolut atas perkara dan 
tidak ada eksepsi terhadap kompetensi relatif. Kekurangan atau kesalahan 
syarat formil pada para pihak yang berperkara atau pada obyek pokok 
perkara berakibat perkara tidak dapat diterima. Kekurangan syarat formil 
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perkara pada pengadilan pemeriksa perkara berakibat pada tidak 
diterimanya gugatan dari penggugat oleh pengadilan yang memeriksa 
perkara. Berdasarkan ketentuan ini maka perkara hibah yang ditangani 
Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak memenuhi syarat formil perkara karena 
perkara waris antara orang-orang yang beragama Islam menjadi 
kewenangan absolut dari Pengadilan Agama sehingga seharusnya 
Pengadilan Sukoharjo menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, 
memutus dan mengadili perkara ini. 
 
B. Implikasi 
1. Berdasarkan simpulan diatas Perkara hibah masyarakat muslim yang  
diselesaikan di Pengadilan Negeri mengakibatkan konflik kewenangan 
antara Pengadilan negeri dengan Pengadilan Agama. 
2. Keputusan Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam menerima perkara hibah 
dari para pihak yang beragama Islam ini bisa menimbulkan dikotomi 
hukum yang akhirnya akan mengarah kepada ketidakpastian hukum.  
C. Saran 
1. Perkara hibah masyarakat muslim seharusnya menjadi kewenangan 
absolut Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri, hal yang membuat 
hakim di Pengadilan Negeri masih menerima dan mengadili perkara hibah 
dari orang-orang yang beragama Islam adalah karena masih berbedanya 
pemahaman dan interprestasi yang berbeda dari para hakim Pengadilan 
Negeri terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 
yaitu masih adanya kelemahan dan kerancuan dalam hal penegakan asas 
personalitas keislaman yang terdapat pada Penjelasan Pasal 49 Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sehingga ketentuan dalam 
Pasal ini seharusnya diubah atau diperbaiki untuk mempertegas penerapan 
asas personalitas keislaman agar tidak ada lagi kerancuan dan perbedaan 
penafsiran terhadap Undang-Undang tersebut. 
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2. Pengadilan Negeri Sukoharjo seharusnya menolak perkara No 
72/Pdt.G/2014/PN Skh tersebut karena berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1989 Tentang Peradilan Agama perkara tersebut menurut Undang-Undang 
Peradilan Agama merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama 
bukan Pengadilan Negeri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
